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Penyelenggara Madrasah
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Diberikan kepada

MADRASAH IBTIDAIYAH ilIUHAiIIiJ|ADIYAH 1
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):



Menimbang a.

Mengingat

KTPUTUSAN MEIYTERI AGADIA RTPUBLIK INDOITESIA
$oilroR 2164 TAIIUIT 20L6

TEITTANG
PEMBERIAIT IZIN PEITDIRIAIT / OPERASIONAL

MADRASA}I IBTIDAIYAII MUHASIMADTYAII 1 TT'BAI{
PROPIIVSI JAWA TIMUR

DENGAIIT RATIIIIAT TUHAIT YAITG MAHA ESA

MEITTIRI AGAilIA REPUBLIK INDOITTSIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berLradan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasionai
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izir, operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimtrangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangan lzin Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH MUHAMMADTYAH 1 TUBAN Provinsi Jarva
Timur.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 430U;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lemtraran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496j Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 567O\;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86a\;
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Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor LT Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan {Irembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor slso)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentalg perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2alo Nomor Llz, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tajnun zaol
tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolahDasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan sekolah Menen[ah
AtaslMadrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun zolotentang standar peiayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2073
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2ols tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun '2OlS Nomor l3S2);

8. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Isiam Nomor 13gs
Tahun 2oL4 tentang petunjuk reknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

q. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Isiam Nomor sgg5
Tahun 2ol5 tentang petunjuk reknis perpanjangan rzin
Pendirian Madrasah, penerbitan surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin pendirian Madrasah;

Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama TUBAN
Nomor: Kd.r5.l7/21pp.00.s/ 49t.tls/ 2016 Tanggat 30 Maret
20t6;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PtrMBERIAN TZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDATYAH
MUHAMMADTYAH i TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


